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ABSTRAK

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang menegaskan bahwa setiap
pihak yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana dapat dimintai
pertanggungjawaban hukum sesuai dengan peran dan tingkat keterlibatannya.
Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana predicate crime terhadap peristiwa
tindak pidana penganiayaan pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel dan bagaimana penyertaan terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.Sus-
Anak/2023/PN.Jkt.Sel. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum yuridis
normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  tindak pidana penganiayaan
dianggap sebagai predicate crime yang melanggar ketentuan hukum pidana.
Penganiayaan yang dilakukan oleh anak juga diakui sebagai tindak pidana, yang
memerlukan perhatian khusus dari sistem peradilan untuk menangani aspek
rehabilitasi dan perlindungan anak. Penganiayaan yang terjadi dalam kasus ini
menunjukkan adanya unsur niat jahat atau kesengajaan, yang menjadi dasar untuk
menilai tingkat kesalahan pelaku. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel mencerminkan penilaian terhadap
berbagai aspek, termasuk niat pelaku, pengaruh lingkungan, dan faktor-faktor yang
mendorong terjadinya tindak pidana. Hal ini menjadi penting dalam menentukan
hukuman yang proporsional dan rehabilitatif bagi pelaku, mengingat statusnya
sebagai anak. Putusan ini menunjukkan pendekatan hukum yang lebih rehabilitatif
dalam menangani pelaku anak yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan.
Pengadilan mengedepankan prinsip pemulihan dan pembinaan, bukan sekedar
hukuman, yang sejalan dengan perlindungan hak anak sesuai dengan UU No. 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyertaan terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel
menegaskan pentingnya pendekatan rehabilitatif, perlindungan korban, dan edukasi
hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan mengedepankan kesejahteraan
anak, baik pelaku maupun korban, diharapkan keputusan yang diambil dapat
menciptakan efek jera, mencegah terulangnya tindakan kekerasan, serta
mendukung reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat.

Kata Kunci: Konstruksi, Penyertaan, Tindak Pidana Penganiayaan.
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ABSTRACT

Participation is regulated under Articles 55 and 56 of the Indonesian Penal Code
(KUHP), which emphasize that every party contributing to the occurrence of a
criminal act can be held legally accountable according to their role and degree of
involvement. The issue at hand concerns the predicate crime in the criminal act of
assault in the case of South Jakarta District Court Decision Number 4/Pid.Sus-
Anak/2023/PN.Jkt.Sel and the participation in that decision. The research method
used is normative juridical legal research. The research findings show that the
criminal act of assault is regarded as a predicate crime that violates the provisions
of criminal law. Assault committed by a minor is also recognized as a criminal act,
requiring special attention from the judicial system to address rehabilitation and
child protection aspects. The assault in this case indicates the presence of malicious
intent or deliberate action, which forms the basis for assessing the perpetrator's
culpability. The South Jakarta District Court Decision Number 4/Pid.Sus-
Anak/2023/PN.Jkt.Sel reflects an assessment of various aspects, including the
perpetrator's intent, environmental influences, and factors driving the criminal act.
These aspects are crucial in determining a proportional and rehabilitative
punishment for the perpetrator, given their status as a child. This decision
demonstrates a more rehabilitative legal approach in handling minors involved in
assault cases. The court prioritizes principles of recovery and guidance over mere
punishment, aligning with the protection of children's rights as stipulated in Law
No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Participation in
the South Jakarta District Court Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel
underscores the importance of a rehabilitative approach, victim protection, and
legal education in the juvenile criminal justice system. By prioritizing the welfare
of both the child perpetrator and the victim, the decision aims to create a deterrent
effect, prevent the recurrence of violent acts, and support the social reintegration
of the perpetrator into society.

Keywords: Construction, Inclusion, Crime of Persecution.
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